BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Perlindungan nasabah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk
dilindungi serta mendapatkan hak secara benar. Berdasarkan hasil penelitian,
Perlindungan Konsumen di bank BCA menurut saya sudah sesuai. Karena
nasabah sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagai nasabah sesuai dengan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998. Ditinjau dari
Lembaga Pinjaman Simpanan, dimana Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) yang
sangat bertanggung jawab penuh atas simpanan nasabah di bank BCA jika bank

tersebut failed.

Adapun juga poin yang terdapat perlindungan konsumen jika uang
nasabah hilang pada kasus penggandaan kartu ATM atau skimming, dimana pihak
bank BCA akan bertanggung jawab penuh untuk kasus ini yang telah merugikan

nasabah bank BCA. Karena memang ini bukan kesalahan dari nasabah sendiri.

Terdapat juga kerahasiaan bank dimana nasabah akan merasa sangat
aman dalam bertransaksi maupun simpanan yang ada di bank BCA. Karena
dengan adanya rahasia bank ini, sangat tidak memungkinkan adanya tindak

kebocoran data nasabah.



Serta untuk kerahasiaan bank itu sendiri, pihak bank BCA akan
melindungi data-data nasabah sebagaimana semestinya. Seperti kasus nasabah
Neneng Nurhassanah, pihak bank BCA Kantor Cabang Pembantu Cikarang akan
memberikan data yang bersangkutan karena sesuai kebijakan Bank Indonesia.
Dan juga memang sudah diatur sesuai bank (pasal 47 ayat 2) tentang pembocoran
rahasia bank dapat dikenakan sanksi berupa, pidana penjara minimal 2 tahun, dan

maksimal 4 tahun . Serta denda minimal 4 milyar, dan maksimal 8 milyar.

Selain itu terdapat asuransi kredit jika nasabah kreditur meninggal maka
potensi hutang nasabah tersebut tidak dibebankan ke ahli waris itu sendiri. Jadi

sangat memudahkan pihak keluargnya tersendiri.

4.2. Saran

Menurut saya, pihak bank BCA Kantor Cabang Pembantu Cikarang
dalam menjalankan upaya perlindungan konsumen agar bisa dipertahankan
karena sudah sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.



